ABSTRAK

Kerugian secara fiskal yang dialami PT Pos Indonesia (Persero) sepanjang
tahun pajak 2001-2005 mendorong perusahaan melakukan penghematan pajak.
Dengan memanfaatkan ketentuan khusus peraturan perundang-undangan
perpajakan yang ditetapkan Ditjen Pajak, PT Pos Indonesia (Persero) mengajukan
permohonan pembebasan dari pemotongan dan/pemungutan PPh oleh pihak lain.

Dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23, PT
Pos Indonesia (Persero) tidak lagi dipungut dari tiga belas layanan jasa keagenan
yang terdapat dalam pendapatan usaha.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat
peningkatan pendapatan usaha PT Pos Indonesia (Persero) sesudah penerapan
Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 23.

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analitis,
yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisa fakta
yang dibutuhkan pada PT Pos Indonesia (Persero), untuk kemudian diolah
menjadi data, disajikan dan dilakukan analisis sehingga diperoleh gambaran yang
jelas atas obyek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan. Data tersebut akan
diolah dengan menggunakan analisis statistik Paired Sample T Test, yaitu metode
yang dipergunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua variabel dari sebuah
kelompok tunggal. Pengujian ini akan menghitung perbedaan antara nilai dari dua
variabel untuk setiap kasus dan kemudian menguji perbedaan rata-ratanya.

Adapun hipotesis yang penulis rumuskan adalah “Bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan dalam pendapatan usaha PT Pos Indonesia (Persero)
sebelum dan sesudah penerapan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23.”

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada PT Pos
Indonesia (Persero) diketahui bahwa taraf nyata 5%, nilai t hitung atau to sebesar -
3,466 lebih kecil dari tpos9 Sebesar - 2,262 sehingga Hp ditolak. Dengan
demikian, terbukti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendapatan
usaha PT Pos Indonesia (Persero) sebelum dan sesudah penerapan Surat
Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 23 sehingga dapat dikatakan bahwa
penerapan SKB PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Pos Indonesia (Persero) telah
berhasil dengan baik.

Melalui penulisan skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa PT Pos
Indonesia (Persero) telah memanfaatkan peluang perpajakan dalam Undang-
undang Pajak Penghasilan dengan baik, sehingga pendapatan usaha perusahaan
menjadi lebih besar.
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